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PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

ABSTRAK:

CATATAN:

bahwa setiap kerugian Daerah yang timbul sebagai akibat perbuatan
melanggar hukum atau akibat kelalaian yang dilakukan oleh Aparatur Sipil
Negara harus di selesaikan agar kerugian Daerah dapat dipulihkan; bahwa
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian
Daerah;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun
1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bentuk kerugian daerah, majelis
pertimbangan, TP, SKTJM dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari
2020.
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